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ABSTRAK :  - Bahwa telah diatur ketentuan tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan 
Pemberian Imbalan Bunga. Guna lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam 
rangka pemberian imbalan bunga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), Keppres 56/P Tahun 
2010, Permenkeu RI 195/PMK.03/2007. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan dari 
jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan untuk 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 17B ayat (2) Undang Undang KUP, sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar (SKPLB). Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, penghitungan imbalan bunga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga yang belum 
diterbitkan SKPIB, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2011 dan diundangkan pada tanggal 19 
Januari 2011. 

    

    

 


